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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRRI 

DI KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT, 

KOTA METRO 

Oleh: 

Ranny Ramadhanty 

NPM. 1602030063 

Secara hukum positif, sejatinya, perkawinan merupakan suatu proses 

hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat perkawinan adalah 

tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Apabila perkawinan 

tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat 

perkawinan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Seperti hak istri untuk 

mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak sering kali terkendala, 

hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi 

anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dan masih banyak 

masalah-masalah lainnya. Tetapi, jika merujuk pada hukum Islam, semua istri, 

baik yang sah atau tidak sah, semua memiliki hak yang sama. Karena dalam Al-

Qur’an, tidak ada penjelasan secara rinci mengenai proses pencatatan perkawinan. 

Namun, jika berbicara mengenai duniawi, kelemahannya adalah istri sirri tidak 

bisa menuntut hak secara hukum, karena bicara tentang hak akan berdampak pada 

pembuktian kesepakatan hitam di atas putih. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak-hak istri 

dalam perkawinan sirri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif dengan menggunakan teknik berpikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi hak-hak istri dalam 

perkawinan sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, secara 

finansial tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan, sesuai dengan kemampuan 

suami. Tetapi, jika berbicara secara hukum, perkawinan tersebut pun 

menimbulkan beberapa akibat, di antaranya tidak dapat memiliki bukti kawin, 

tidak berhak menuntut nafkah dan atau warisan dari suaminya, serta kesulitan 

dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, bagi 

anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri tidak dapat mengurus Akta Kelahiran 

dan dokumen lainnya yang memicu sulitnya meraih kesejahteraan dalam keluarga.  
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MOTTO 

سۡوَتهُُنَّ ب   ۥلَهُ  ٱلۡمَوۡلوُد  وَعَلىَ  زۡقهُُنَّ وَك   وف   ٱلۡمَعۡرُ ر 
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 

ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 233).1  

                                                           

1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 37. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk 

keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.1 

Pertanda kuatnya ikatan dan untuk menjamin terwujudnya tujuan 

luhur perkawinan, tata cara perkawinan sudah diatur dengan rukun dan 

syarat tertentu. Kawin hendaknya dilakukan secara resmi agar diketahui 

oleh masyarakat dan dibuatkan dokumennya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, sehingga perkawinan tersebut memiliki legitimasi, baik menurut 

hukum agama maupun menurut hukum negara. Perkawinan sirri yang 

mengabaikan salah satu atau keduanya, tidak saja diragukan legalitasnya, 

tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasangan serta 

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan, bukan serta-merta 

untuk memuaskan nafsu yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk 

meraih ketenangan, ketenteraman, dan sikap saling mengayomi di antara 

suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Selain itu, untuk 

menjalin tali persaudaraan antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak 

                                                           

1 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Karya 

Gemilang, 2015), 71. 
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istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhwuah 

basyari’ah dan islamiyah.2 

Sebelum adanya ikatan perkawinan, manusia memiliki kehidupan 

sendiri-sendiri secara bebas, tetapi setelah adanya ikatan perkawinan, 

manusia hidup bersama dan dengan hidup bersama itu, maka timbul hak 

dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain dan antara mereka 

dengan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia, secara teknis, 

sangat beragam bentuknya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki 

keanekaragaman budaya. Ada yang melaksanakan perkawinan langsung di 

Kantor Urusan Agama, kawin lari, sampai yang saat ini populer di 

kalangan masyarakat adalah kawin sirri atau kawin di bawah tangan. 

Kawin sirri merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan 

agama atau adat-istiadat dan tidak tercatat secara resmi dalam 

pemerintahan. 

Kawin sirri adalah kawin yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat, dan ada 

juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan dan tidak 

terdaftar di Kantor Urusan Agama. Kawin sirri lazim disebut juga dengan 

kawin di bawah tangan.3 

                                                           

2 Muhammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, 

(Yogyakarta: Darussalam, 2004), 114. 
3 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011), 17. 
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Dalam hal ini, peneliti tidak ingin berlarut-larut membahas sah atau 

tidak sahnya status perkawinan tersebut. Pembahasan yang akan dikaji 

adalah bagaimana implementasi hak-hak istri dalam perkawinan sirri. 

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, disebutkan tentang pencatatan perkawinan dengan 

berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas pada Pasal 5 ayat (1), yakni 

agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 

perkawinan harus dicatat. Begitu juga pada Pasal 6 ayat (2), ditegaskan, 

bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.4 

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, budaya yang 

telah berkembang di masyarakat, umumnya, kawin sirri dilakukan dengan 

dua cara, yakni perkawinan yang diketahui oleh kedua mempelai dan 

penghulu saja dan perkawinan sirri terbuka yakni perkawinan yang sah 

secara agama saja dan disaksikan oleh banyak orang. 

Secara hukum positif, sejatinya, perkawinan merupakan suatu 

proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat 

perkawinan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara 

hukum. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal 

yang berhubungan dengan akibat perkawinan tidak bisa diselesaikan 

secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir 

dan batin, akta kelahiran anak sering kali terkendala, hak pengasuhan 
                                                           

4 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 

2015), 2-3. 
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anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak 

perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dan masih banyak 

masalah-masalah lainnya. 

Tetapi, jika merujuk pada hukum Islam, semua istri, baik yang sah 

atau tidak sah, semua memiliki hak yang sama. Karena dalam Al-Qur’an, 

tidak ada penjelasan secara rinci mengenai proses pencatatan perkawinan. 

Hak-hak yang sama sebagai seorang istri dijelaskan dalam Al-Qur’an, 

sebagai berikut: 

سۡوَتهُُنَّ ب   ۥلَهُ  ٱلۡمَوۡلوُد  وَعَلىَ  زۡقهُُنَّ وَك   رُوف   مَعۡ ٱلۡ ر 
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 233).5 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami, bahwa ibu yang 

dimaksud adalah para istri, baik yang perkawinannya tercatat maupun 

tidak tercatat dalam undang-undang perkawinan, maka istri berhak 

mendapatkan nafkah, baik itu nafkah (giliran) bermalam, pangan, pakaian, 

dan tempat tinggal, semua itu kewajiban seorang suami kepada istri-

istrinya. 

Namun, jika berbicara mengenai duniawi, kelemahannya adalah 

istri sirri tidak bisa menuntut hak secara hukum, karena bicara tentang hak 

akan berdampak pada pembuktian kesepakatan hitam di atas putih. Hal 

seperti ini, telah peneliti temukan di lapangan. Menurut Ibu SL sebagai 

Istri Sirri, bahwa perkawinan kedua yang dilakukannya tersebut sudah 

berlangsung kurang-lebih tiga tahun dan telah dikarunia seorang anak 

                                                           

5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya., 37. 
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berusia dua tahun. Niat awalnya adalah kawin secara resmi, tetapi kawin 

sirri terlebih dahulu. Perkawinan tersebut dilakukan karena tidak adanya 

restu dari orang tua sebelah. Dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, 

suaminya memang memberikan nafkah kepada diri dan anaknya. Namun, 

dalam kurun waktu saat anak berumur tiga tahun, dirinya tidak pernah lagi 

mendapatkan hak nafkah yang juga berimbas pada terabaikannya diri dan 

anaknya oleh suaminya.6 

Adapun menurut salah seorang responden dari pihak Suami yang 

melakukan Kawin Sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, 

Kota Metro, ia menyatakan, bahwa terkait hak istri yang diberikannya 

tidak dibedakan dengan istri yang dikawininya secara sah. Menurutnya, 

hak-hak yang dimiliki istri sirri patut untuk dipenuhi, kendati 

perkawinannya dilangsungkan secara sirri, karena perkawinan yang 

dilangsungkannya sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut 

agama. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, tidak dibeda-bedakan 

terkait hak-hak istri, semua istri dipandang sama oleh ketentuan agama.7 

Perlindungan hukum dalam hal ini adalah untuk melindungi hak-

hak hukum seseorang, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak 

yang seharusnya ia dapatkan dari orang tuanya tetapi ia tidak 

mendapatkannya dikarenakan statusnya sebagai anak yang tidak sah secara 

hukum positif dan ini merupakan permasalahan tersendiri berkaitan 

                                                           

6 Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri Sirri pada 21 Desember 2020. 
7 Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 21 Desember 2020. 
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dengan kehidupan sang anak selanjutnya, baik bagi dirinya sendiri ataupun 

bagi keluarga yang lain. 

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan mengenai 

hak istri dengan status perkawinan sirri, maka peneliti ingin mencoba 

mengkaji lebih dalam bagaimana seorang istri sirri mendapatkan hak-

haknya dengan topik bahasan: “IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI 

DALAM PERKAWINAN SIRRI DI KELURAHAN METRO, 

KECAMATAN METRO PUSAT, KOTA METRO”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparakan 

tersebut di atas, maka selanjutnya dirumuskan mengenai pertanyaan dalam 

penelitian ini, yakni bagaimana implementasi hak-hak istri dalam 

perkawinan sirri? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hak-hak 

istri dalam perkawinan sirri. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat 

pada penelitian ini, di antaranya: 

a. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

landasan dalam pengembangan dan atau menjadi nilai tambah 
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khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup 

hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyyah) terkait dengan 

implementasi hak-hak istri dalam perkawinan sirri. 

b. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

solusi dari pertanyaan dan ketidakpahaman bagi peneliti khususnya 

dan bagi masyarakat umumnya terhadap implementasi hak-hak 

istri dalam perkawinan sirri. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan berisi tentang uraian penelitian terdahulu yang 

menunjukkan bahwa persoalan yang akan dikaji dan diteliti berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian relevan dalam 

penelitian ini, di antaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dewi Kartika Sari dengan judul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN 

ANAK PADA NIKAH SIRRI SYAR’I BAGI PASANGAN MUSLIM.” 

Hasil dari penelitian ini didapat bahwa perlindungan hukum bagi 

perempuan dan anak pada nikah sirri belum ada atau belum diatur 

dalam hukum positif di Indonesia dan didapat beberapa faktor 

penyebab pelaksanaan nikah tersebut, di antaranya faktor ekonomi, 

hamil di luar nikah, belum cukup umur, dan faktor pemahaman 
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terhadap praktik perkawinan di Indonesia berdasarkan undang-

undang.8 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarisi dengan judul: 

“KOMERSIALISASI PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Adapun hasil penelitian 

yang didapat, yakni adanya patokan harga mahar sebagai biaya 

operasional jasa makelar mencarikan tipe perempuan seperti yang 

diinginkan peminat. Perempuan yang menerima perkawinan sirri ini 

sebelumnya telah menyerahkan dirinya kepada makelar untuk 

ditawarkan sebagai pilihan dalam praktik ini. Komersialisasi 

perkawinan sirri seperti yang terang-terangan dilakukan bukan 

merupakan jual-beli yang seharusnya. Memang, dalam praktik ini, 

terjadi transaksi dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.9 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dengan judul: “NIKAH 

SIRRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KELURAHAN 

LAJANGIRU, KECAMATAN UJUNG PANDANG (Analisis 

Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)”. Hasil 

penelitiannya menyatakan, bahwa nikah sirri yang terjadi di Kelurahan 

Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penelitian yang telah 

                                                           

8 Ayu Dewi Kartika Sari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEREMPUAN DAN ANAK PADA NIKAH SIRRI SYAR’I BAGI PASANGAN 

MUSLIM,” Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2018). 
9 Salman Alfarisi, “KOMERSIALISASI PERKAWINAN SIRRI DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” Skripsi, (Surabaya: 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018). 



9 

 

didapat, bahwa nikah sirri atau di bawah tangan adalah nikah yang 

dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah dan tidak tercatat di 

KUA. Sedangkan nikah sirri menurut hukum negara sebelum UU No.1 

Tahun 1974, masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 

yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah tetapi 

banyak faktor yang menyebabkan nikah sirri, sehingga masyarakat 

yang melakukan perkawinan sirri atau di bawah tangan tidak tercatat 

di Kantor Urusan Agama (KUA).10 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian relevan tersebut di atas, 

maka dapat dipahami, bahwa persamaan penelitiannya yakni pembahasan 

mengenai perkawinan sirri. Adapun perbedaannya adalah kajian yang 

berfokus pada bagaimana implementasi hak-hak istri sirri berdasarkan 

hukum hukum positif. Dengan demikian, penelitian yang akan peneliti 

lakukan belum pernah diteliti sebelumnya. 

  

                                                           

10 Trisnawati, “NIKAH SIRRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI 

KELURAHAN LAJANGIRU, KECAMATAN UJUNG PANDANG (Analisis 

Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974),” Skripsi, (Makassar: Universitas 

Islam Negeri Alauddin, 2018). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dalam hukum Islam yaitu bersumber dari Al-Qur’an 

dan Hadits sebagai an-nikah dan az-zawaj. Secara harfiah, an-nikah berarti 

al-wat’u yang artinya menggauli atau bersetubuh, al-dammu yaitu 

menyatukan atau menggabungkan, dan al-jam’u yaitu mengumpulkan atau 

menghimpun.12 

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata nakaha yang 

berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-

laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad 

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan.13 Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa kata nikah itu berarti 

akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), bisa juga dimaknai hubungan 

kelamin dalam arti yang tidak sebenarnya (majazi).14 

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan 

yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak 

yang dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan 

                                                           

12 Amin Suna Muhammad, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2011), 42-43. 
13 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, (Bandar 

Lampung: Gunung Pesagi, 2015), 49. 
14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), 36-37. 
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yang sudah diatur oleh agama. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan 

merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.15 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 

dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa 

ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai oleh Allah 

SWT.16 

Apabila pengertian tersebut di atas dibandingkan dengan yang 

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada dasarnya, antara pengertian 

perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang tidak 

terdapat perbedaan yang prinsipal. Adapun pengertian perkawinan 

menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.17 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat 

dipahami, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan menjadi suami-istri yang sah untuk 

                                                           

15 Abdul Ghofur Anshory, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan 

Hukum Positif, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2011), 20. 
16 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Universitas 

Islam Indonesia Press, 2010), 11. 
17 Ibid. 
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membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan perintah Tuhan 

Yang Maha Esa. 

B. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 

mampu segera untuk melaksanakannya. Karena, dengan perkawinan, dapat 

mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. 

Perkawinan merupakan wadah diri penyaluran kebutuhan biologis 

manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi SAW. perkawinan ditradisikan 

menjadi Sunnah beliau. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah, perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, 

agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.18 

Rukun perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar 

perkawinan menjadi sah. Rukun perkawinan menurut Islam, meliputi: 

1. Calon suami. 

2. Calon istri. 

3. Wali dari calon istri. 

4. Dua orang saksi laki-laki. 

5. Mahar. 

6. Ijab dan kabul.19 

                                                           

18 Nunung Rodliyah, Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi 

Hukum Islam, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2009), 144. 
19 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam., 50. 
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Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Secara rinci, 

rukun-rukun tersebut di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya, sebagai 

berikut: 

1. Syarat calon suami, yaitu beragama Islam, seorang laki-laki asli, 

orangnya tertentu (identitas diri pribadi keluarganya jelas), tidak 

mempunyai istri empat orang, tidak ada paksaan, dan tidak ada 

hubungan darah. 

2. Syarat calon istri, yaitu beragama Islam, seorang perempuan asli, 

orangnya tertentu (identitas diri pribadi keluarganya jelas), sehat 

jasmani dan rohani, tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa 

‘iddah, dan tidak ada hubungan darah. 

3. Syarat wali dari calon istri, yaitu beragama Islam, laki-laki asli, 

dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa. 

4. Syarat saksi, yaitu beragama Islam, laki-laki asli, dewasa, tidak pelupa 

atau pikun, tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu. 

5. Syarat mahar, yaitu sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami, 

bersifat halal, baik benda maupun cara perolehannya. 

6. Syarat ijab, yaitu diucapkan lafalnya dengan jelas dan tegas, diucapkan 

oleh walinya atau wakilnya, ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, baik pengantinnya maupun saksinya. Syarat kabul, yaitu 

dengan lafal tertentu yang diucapkan secara tegas diambil dari kata-
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kata kawinnya, diucapkan oleh calon suami, harus didengar oleh yang 

bersangkutan atau para saksinya.20 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam banyak hal merupakan 

penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan 

dengan mengacu kepada undang-undang tersebut. Menurut Pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan, rukun kawin terdiri atas lima 

macam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dua 

orang saksi, serta ijab dan kabul. Unsur pokok suatu perkawinan adalah 

laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam 

memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon 

mempelai perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Demi 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-

kurangnya sembilan belas tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 

sekurang-kurangnya enam belas tahun untuk calon mempelai 

perempuan.21 

Dengan demikian, dengan adanya batasan usia tersebut, diharapkan 

para calon mempelai telah masak dalam berpikir jiwa dan raganya untuk 

dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan dengan membentuk 

keluarga yang sakinah, tanpa berakhir dengan perceraian dan akan 

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. 
                                                           

20 Ibid., 51. 
21 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam., 27. 
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C. Pandangan Hukum Positif terhadap Perkawinan Sirri 

Secara etimologi, kawin sirri dalam bahasa Arab disebut nikah al-

sirr, yaitu perkawinan yang dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, 

tanpa publikasi atau tanpa walimah.22 Dalam konteks Indonesia, ada 

ragam pengertian dan praktik kawin sirri yang dipersepsikan oleh 

masyarakat yang bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu tanpa wali, 

kawin di bawah tangan, dan kawin tanpa walimah.23 

Kawin sirri dalam tinjauan sosial, ada dua bentuk, pertama, 

perkawinan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan mempelai 

perempuan tanpa kehadiran wali dan saki-saksi atau dihadiri wali tanpa 

saksi-saki, kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan 

perkawinan tersebut. Jenis perkawinan ini batil (tidak sah), karena tidak 

memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi. 

Kedua, perkawinan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-

syaratnya yang lengkap, seperti ijab dan kabul, wali dan saki-saki, akan 

tetapi, mereka itu (suami, istri, wali, dan saksi-saksi) satu kata untuk 

merahasiakan perkawinan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah 

orang.24 

Meskipun kawin sirri menurut pengertian ini memungkinkan sah 

secara syari’at, namun secara administratif, perkawinan semacam itu tetap 

                                                           

22 Siti Zumrotun, Perkawinan Sirri (Antara Cinta dan Realita), (Yogyakarta: 

Trussmedia, 2018), 11. 
23 Naqiyah Mukhtar, “MENGURAI NIKAH SIRRI DALAM ISLAM,” Jurnal 

Al-Manahij, Vol. 6, No. 2, (2012): 257.  
24 Thriwaty Arsal, “NIKAH SIRRI DALAM TINJAUAN DEMOGRAFI,” 

Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 6, No. 2, (2012): 160. 
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tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Karena itu, segala akibat yang 

timbul dari adanya perkawinan sirri itu menjadi tidak bisa diproses secara 

hukum. 

Hakikat dari pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di tengah masyarakat, untuk 

melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan 

dalam kehidupan rumah tangga. Dengan Akta Perkawinan, suami-istri 

memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. 

Bukti autentik semacam ini sangat penting sebagai tali pengikat tanggung 

jawab semua pihak, agar terjamin nilai keadilan dan ketertiban yang 

menjadi pilar utama tegaknya kehidupan rumah tangga.25 Sehingga, jika 

ada orang yang melaksanakan perkawinan walau sudah memenuhi rukun-

rukun dan syarat-syarat perkawinan, namun tidak tercatat ataupun sengaja 

tidak dicatat, dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kawin sirri. 

Jadi, berdasarkan hukum Islam yang ada di Indonesia yang 

mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan sirri 

pada dasarnya tidak dibenarkan namun tidak juga ada sanksi tegas 

mengenai pelanggaran tersebut, karena perkawinan sirri tidak bisa 

dianggap sebagai perbuatan kriminal, mengingat bahwa tidak ada ayat Al-

Qur’an, Hadits, maupun Ijma’ mengenai hal tersebut. Akan tetapi, dalam 

                                                           

25 Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), 120-121. 
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undang-undang perkawinan di Indonesia, terdapat sanksi bagi orang yang 

melakukan perkawinan sirri. 

Menegani sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu peristiwa 

hukum yang tidak dapat dianulir dengan Pasal 2 ayat (2) yang menentukan 

tentang pencatatan perkawinan. Dengan demikian, dapat dikemukakan, 

bahwa rumusan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa 

perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam 

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka 

setiap perkawinan harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.26 

Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa kawin menurut agama 

Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang 

teratur segala hak-hak yang bersangkutan dengan kependudukan harus 

dicatat, sebagai kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya, terlebih 

pada perkawinan perlu dicatat demi tertib administrasi dan antisipasi 

pelanggaran hukum. 

Sedangkan, bicara mengenai hak, yaitu sesuatu yang harus 

didapatkan dan dirasakan oleh seseorang akibat dari kewajiban yang telah 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini, fokus pembahasannya adalah 

mengenai hak-hak istri, artinya pelaksanaan atau penerapan yang 

dimaksud merupakan praktik dari pemberian hak oleh suami terhadap istri 

sirri. Adapun hak-hak istri yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pada Pasal 80, yaitu: 

1. Istri berhak mendapatkan bimbingan. 

2. Istri berhak mendapatkan perlindungan dan segala keperluan hidup 

rumah tangga sesuai kemampuan suami. 

3. Istri berhak mendapatkan pendidikan agama dari suami. 

4. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya 

perawatan, dan biaya pengobatan.27 

                                                           

26 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam., 29.. 
27 Ibid., 24. 
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Karena kawin sirri tidak diakui oleh hukum, apabila suami 

melalaikan kewajibannya, maka istri tidak mempunyai hak untuk 

menuntut. Permasalahan itu akan semakin bertambah lagi di antaranya 

dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 

1. Istri dan anak kehilangan hak dan kewajiban atas nafkah. Kawin sirri 

menggugurkan kewajiban suami berupa nafkah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sesuai 

dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswa, dan tempat 

kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. 

2. Istri tidak berhak mendapatkan harta apabila terjadi perceraian. Pada 

dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang harta 

kekayaan dalam rumah tangga, yaitu terdiri dari harta bersama dan 

harta bawaan. Ketika terjadi perceraian, istri berhak mendapatkan 

bagian dari harta bersama (gono-gini) secara hukum. Pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa janda atau duda 

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akan 

tetapi, akibat kawin sirri, bagian tersebut sulit diselesaikan secara 

hukum, mengingat keberadaan kawin sirri yang tidak diakui oleh 

hukum. 
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3. Status anak tidak diakui oleh hukum (dianggap sebagai anak yang 

tidak sah) dan hanya bermasab pada ibunya serta gugur hak warisnya 

terhadap ayah.28 

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa anak 

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang 

sah.29 Status anak sah itu sendiri harus dibuktikan dengan Akta Kelahiran 

yang dapat dibuat berdasarkan Akta Perkawinan orang tuanya. Sementara 

dalam kawin sirri, Akta Kelahiran anak sulit didapat, karena tidak adanya 

Akta Perkawinan orang tuanya. 

Sementara perkawinan sah adalah perkawinan tersebut dicatatkan 

pada Pegawai Pencatat Perkawinan atau di Kantor Urusan Agama. 

Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan 

demikian perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Maka, anak tersebut 

dianggap sebagai anak yang terlahir di luar perkawinan. Sebagaimana 

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa anak yang 

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya.30 

Maka, dapat dipahami, bahwa dampak hukum bagi istri dari kawin 

sirri di antaranya berupa istri tidak bisa menggugat suami jika diceraikan, 

penyelesaian kasus kawin sirri hanya bisa diselesaikan melalui hukum 

adat, istri tidak berhak mendapatkan tunjangan jasa raharja jika terjadi 

                                                           

28 Siti Faizah, “DUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG 

NIKAH SIRRI,” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, (2014): 24. 
29 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam., 25. 
30 Ibid. 
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kecelakaan atau meninggalnya suami, apabila suami seorang Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) maka istri tidak mendapatkan tunjangan perkawinan 

dan pensiun suami, istri tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal 

dunia, istri tidak berhak mendapatkan harta jika terjadi peceraian, dan 

apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa 

menyelesaikannya secara hukum karena status perkawinannya yang tidak 

sah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yakni dapat juga dianggap sebagai 

pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk 

mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke 

lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam 

suatu keadaan alamiah atau in situ.31 

Dengan demikian, maka jenis penelitian lapangan ini dilakukan di 

Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dengan topik 

bahasan implementasi hak-hak istri dalam perkawinan sirri. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata atau gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua 

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.32 

Dengan demikian, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan 

mengenai implementasi hak-hak istri dalam perkawinan sirri di Kelurahan 

Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. 

                                                           

31 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), 26. 
32 Ibid., 11. 
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B. Sunber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain. 

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut 

diperoleh.33 Berkaitan dengan hal ini, maka sumber data dalam penelitian 

ini dibagi menjadi dua: 

1. Sumber Primer 

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk 

dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.34 

Berkaitan dengan hal ini, adapun yang menjadi sumber primer 

dalam penelitian ini adalah istri sirri, suami yang melakukan kawin 

sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk Laporan, Tugas Akhir, 

Skripsi, Tesis, dan lain sejenisnya.35 

Berkaitan dengan hal ini, adapun yang menjadi sumber 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan 

implementasi hak-hak istri dalam perkawinan sirri. 

                                                           

33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107. 
34 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106. 
35 Ibid. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Upaya untuk mendapatkan data yang valid dan seobjektif mungkin 

dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan beberapa teknik: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan kata lain, wawancara 

adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi.36 Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk 

menemukan permasalahan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

Sehingga, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara langsung, yakni wawancara yang dilakukan secara tatap 

muka. Dalam hal ini, pewawancara langsung bertatap muka dengan 

pihak yang diwawancarai.37 Teknik sampling yang digunakan adalah 

snowball sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan 

wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari 

sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian 

secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian 

dapat terpenuhi.38 

                                                           

36 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 113. 
37 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 108. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 119. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, hasil survei peneliti 

menemukan beberapa kasus perkawinan sirri di Kelurahan Metro, 

Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, maka  teknik ini ditujukan 

kepada Ibu SL, Ibu TA, dan Ibu AP sebagai istri sirri dan Bapak MA, 

Bapak BR, Bapak AS sebagai suami yang melakukan kawin sirri, guna 

mendapatkan data mengenai implementasi hak-hak istri dalam 

perkawinan sirri yang didapatkan sekaligus melengkapi dan 

memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul sebelumnya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti 

yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan 

seorang klien melalui catatan pribadinya.39 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data sekunder, yakni mengumpulan informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan implementasi hak-hak istri dalam 

perkawinan sirri. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis 

kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber primer dan 

sumber sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna 

                                                           

39 Ibid., 112. 
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aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.40 Data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa 

berpikir induktif, yakni analisa yang berpihak pada fakta-fakta yang 

bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya ditemui pemecahan 

persoalan yang bersifat umum.41 

Dengan demikian, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, 

kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir 

induktif yang berangkat dari informasi mengenai implementasi hak-hak 

istri dalam perkawinan sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, 

Kota Metro. 

  

                                                           

40 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum., 107. 
41 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 21. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kelurahan Metro 

Pada tanggal 04 April 1936, dibuka daerah Lampung Tengah 

oleh sekelompok transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh D. Gondo 

Wardoyo. Daerah permukiman baru itu dibagi menjadi tiga bedeng: 

a. Bedeng Pertama diberi nama 15-A Iringmulyo. Dipimpin oleh 

Kami Tua Pawiro. 

b. Bedeng Kedua diberi nama 15-B Imopuro. Dipimpin oleh Kami 

Tua Rades. 

c. Bedeng Ketiga diberi nama 15-Polos Metro. Dipimpin oleh Kami 

Tua D. Gondo Wardoyo.42 

Setelah tahun 1938, atas sepakat Ketiga Kami Tua, maka 

Ketiga Bedeng tersebut dijadikan satu kampung yang diberi nama 

Kampung Metro dan dipimpin oleh Dr. Gondo Wardoyo (1938-1949). 

D. Gondo Wardoyo diganti Lurah Kependudukan yang dijabat oleh 

Mardani Majid, dari tahun 1949 sampai tahun 1950. Pada tahun 1954, 

dijabat Lurah Metro lagi oleh D. Gondo Wardoyo. Pada tahun 1955, 

diadakan Pemilihan Lurah yang dilaksanakan secara demoktratis dan 

terpilihlah Wiryo Sutarjo yang menjadai Lurah dari tahun 1955-1967. 

                                                           

42 Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro. 
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Pemungutan suara selanjutnya dimenangkan kembali oleh D. Gondo 

Wardoyo yang menjabat sampai tahun 1979.43 

Pada tahun 1980, pemungutan suara dimenangkan oleh Ibrahim 

M. L., seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berhubung 

diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 

tentang Pemerintahan Desa, bahwa Lurahnya harus seorang Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), maka terhitung sejak tanggal 08 Agustus 1982, 

oleh Bupati Koefisien Daerah Hijau (KDH) Tingkat II Kabupaten 

Lampung Tengah atas nama Gubernur Lampung, ditunjuklah H. M. 

Syarif Subing, B. A. untuk mengganti Ibrahim M. L.44 

Pada tahun 1985, H. M. Syarif Subing, B. A. digantikan oleh 

Purwadi Siswoyo yang menjadi Lurah Metro sampai dengan tahun 

2000. Dikarenakan beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 

2000 dan digantikan oleh Pelaksana Tugas Drs. Sularto, yang saat itu 

menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Metro Pusat. Pada masa itu 

juga, wilayah kelurahan dipecah menjadi tiga kembali, yaitu Kelurahan 

Metro, Kelurahan Imopuro, dan Kelurahan Iringmulyo. Selanjutnya, 

Pelaksana Tugas Lurah dijabat oleh Triyeni Kesuma, S.STP., saat itu 

sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Metro. Pada tahun 2001, 

berdasarkan Surat Keterangan Walikota Metro Nomor: 821.23/74/B-

3/2001 tanggal 31 Mei 2001, maka sejak tanggal 14 Juli 2001, 

                                                           

43 Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro. 
44 Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro. 
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dilantiklah Darwis Yusuf yang menjabat sebagai Lurah Metro sampai 

dengan sekarang.45 

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

dapat dipahami, bahwa berdirinya Kelurahan Metro diawali dengan 

dibukanya daerah Lampung Tengah oleh sekelompok transmigrasi dari 

Jawa yang dipimpin oleh D. Gondo Wardoyo. Berhubung dengan 

diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 

tentang Pemerintahan Desa, bahwa Lurahnya harus seorang Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), maka pada tahun 2001, berdasarkan Surat 

Keterangan Walikota Metro Nomor: 821.23/74/B-3/2001, sejak 

tanggal 14 Juli 2001, dilantiklah Darwis Yusuf yang menjabat sebagai 

Lurah Metro sampai dengan sekarang. 

2. Visi dan Misi Kelurahan Metro 

Visi Kelurahan Metro yakni profesional dalam pelayanan 

publik. Adapun misi Kelurahan Metro yakni: 

a. Meningkatkan sumber daya aparatur. 

b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

c. Mewujudkan penataan lingkungan yang hijau, bersih, dan bebas 

banjir. 

d. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan bersama.46 

                                                           

45 Dokumentasi Arsip Sejarah Kelurahan Metro. 
46 Dokumentasi Visi dan Misi Kelurahan Metro. 
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Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

dapat dipahami, bahwa visi Kelurahan Metro adalah bersikap 

profesional dalam pelayanan publik. Adapun misi Kelurahan Metro di 

antaranya mengembangkan sumber daya aparatur yang ada, 

mengembangkan kesadaran hukum terhadap masyarakat sekitar, 

melaksanakan penataan lingkungan hidup yang sehat, serta 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna kesejahteraan bersama. 

B. Perkawinan Sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota 

Metro 

1. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Perkawinan Sirri 

Realita perkawinan sirri bukan seperti fenomena gunung es 

yang hanya muncul sedikit di permukaan. Namun, perkawinan sirri 

menjadi suatu persoalan yang banyak dijumpai, misalnya di kalangan 

selebriti, pejabat, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan sirri ini 

menjadi persoalan yang banyak menimbulkan pro dan kontra, karena 

realitasnya, sampai saat ini, masih banyak dijumpai, khususnya di 

Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku 

perkawinan sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota 

Metro, yaitu Ibu SL sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, bahwa 

perkawinan sirri yang dilakukannya adalah perkawinan kedua. Adapun 

faktor penyebab melakukan perkawinan sirri dikarenakan tidak adanya 

restu dari orang tua sebelah. Pada akhirnya, ia dan suami memilih 
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melakukan perkawinan sirri dan perkawinan tersebut dilakukan di 

Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dengan 

menghadirkan dua orang saksi dan tokoh agama setempat.47 

Selain penyebab tidak adanya restu dari orang tua sebelah, 

perkawinan sirri juga terjadi sebab masyarakat memandang bahwa 

hukum agama masih mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak MA, bahwa perkawinan sirri yang dilakukan 

adalah perkawinan pertama. Menurutnya, perkawinan tersebut sudah 

sah, karena sudah ada dua orang saksi, ada laki-laki dan perempuan 

yang ingin melangsungkan perkawinan, wali pihak perempuan, mahar 

kawinnya, dan ucapan perkawinan. Karena tercapainya perkawinan 

yang sah itu hanya dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan semua 

unsur tersebut terpenuhi. Ia juga menambahkan, bahwa tidak perlu 

untuk dicatatkan dan memandang perkawinan di bawah tangan boleh-

boleh saja, asal rukun perkawinannya terpenuhi.48 

Sama halnya dengan pernyataan tersebut di atas, Ibu TA juga 

menyatakan, bahwa perkawinan itu cukup memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan saja. Bagi pasangan perkawinan yang ingin melaksanakan 

perkawinan tanpa dicatat, maka sah menurut hukum Islam. Pencatatan 

perkawinan hanyalah sebagai syarat dari negara, sedangkan wali, dua 

orang saksi, pasangan perkawinan, mahar kawinnya, dan ijab-kabul 

                                                           

47 Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
48 Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
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menjadi pokok utama dalam akad perkawinan. Adapun perkawinan 

sirri yang dilakukannya adalah perkawinan kedua. Menurutnya pula, 

atas dasar ketentuan hukum itulah, perkawinan di bawah tangan kerap 

kali terjadi dan dipraktikkan dalam masyarakat.49 

Faktor-faktor lain dari perkawinan sirri juga diungkapkan oleh 

Bapak AS, ia menyatakan, selain dua faktor tersebut di atas, juga ada 

salah satu faktor terjadinya perkawinan sirri yang umum diketahui 

adalah karena pergaulan bebas anak zaman sekarang, seperti hamil di 

luar perkawinan. Untuk mewanti-wanti agar kehamilan tidak tersebar 

luas pada masyarakat, maka Bapak AS dan istrinya melakukan 

perkawinan pertamaya secara sirri sebagai upaya agar aib dalam 

keluarganya tertutupi dan masyarakat tidak mengetahui seputar hamil 

di luar perkawinan yang dialaminya dahulu. Ia menambahkan, faktor 

perkawinan sirri yang dilakukannya juga terjadi karena faktor sama-

sama mau dan untuk menghilangkan fitnah masyarakat sekitar.50 

Selain itu, penyebab terjadinya perkawinan sirri adalah faktor 

ekonomi keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak BR dan Ibu AP yang melangsungkan 

perkaiwnan pertamanya secara sirri, penyebab ekonomi yang 

dirasakan mempengaruhi mereka untuk memiliki perkawinan sirri. 

Menurut Bapak BR, dengan melakukan perkawinan sirri, tidak 

                                                           

49 Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
50 Wawancara dengan Bapak AS sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
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mengeluarkan biaya yang cukup banyak, hanya perlu pesta kecil-

kecilan dan hanya mengundang tokoh agama setempat dan dua orang 

saksi. Berbeda dengan Ibu AP, ia menyatakan, memilih perkawinan 

sirri karena menurutnya mendaftarkan perkawinannya di Kantor 

Urusan Agama setempat mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan 

belum lagi biaya acara perkawinannya.51 

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

dapat dipahami, bahwa faktor-faktor penyebab praktik perkawinan 

sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro di 

antaranya karena tidak adanya restu dari orang tua sebelah, kurangnya 

pemahaman pelaku perkawinan sirri atas prosedur pencatatan 

perkawinan yang berlaku, menghilangkan kekhawatiran masyarakat 

setempat terhadap hamil di luar perkawinan, dan ekonomi yang tidak 

memadai. 

2. Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Sirri 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi umat 

manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup 

sendirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam 

fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. 

Persoalan mengenai kawin sirri sah atau tidak sahnya sering kali 

menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status 

perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi 
                                                           

51 Wawancara dengan Bapak BR dan Ibu AP sebagai Suami yang melakukan 

Kawin Sirri dan Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
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para pihak yang terlibat, baik istri, suami, maupun anak. Adapun 

perkawinan sirri yang dikenal oleh masyarakat Kelurahan Metro, 

Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, selain dikenal dengan istilah 

perkawinan sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah 

tangan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku 

perkawinan sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota 

Metro, yaitu Ibu AP sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, bahwa 

perkawinan sirri diartikannya sebagai perkawinan yang dilangsungkan 

menurut syari’at agama, tanpa adanya wali atau saksi, bersifat internal 

keluarga, tanpa dilakukannya pencatatan oleh Pegawai Pencatatan 

Perkawinan, dan tanpa dilakukannya resepsi perkawinan. Perkawinan 

tersebut adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, 

yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan.52 

Adapun menurut Ibu SL sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, 

bahwa perkawinan sirri diartikannya sebagai perkawinan yang telah 

memenuhi ketentuan syari’at. Perkawinan tersebut dihadiri oleh wali 

dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh 

mengumumkan pada khalayak ramai.53 

Berbeda dengan pendapat Ibu TA sebagai Istri Sirri, ia 

menjelaskan, bahwa perkawinan sirri diartikannya sebagai perkawinan 

yang dilakukan pada umumnya, didasarkan atas dasar saling menyukai 
                                                           

52 Wawancara dengan Ibu AP sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
53 Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
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dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab 

dan kabul, namun perkawinan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan 

Agama. Pada perkawinan semacam ini, calon mempelai suami 

mengawini calon mempelai istri secara diam-diam dan merahasiakan 

hubungan mereka sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman 

disiplin oleh pejabat yang berwenang.54 

Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan 

menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan 

menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami-istri. Hak dan 

kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai 

salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Pelaksanaan 

kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu 

anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, 

penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu 

anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. 

Menurut Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin 

Sirri, ia menjelaskan, bahwa dirinya sudah memenuhi kewajiban dan 

tanggung jawab kepada istrinya. Tanggung jawab dan kewajiban suami 

terhadap istri, yakni memberikan mahar, nafkah yang layak sesuai 

dengan kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri 

                                                           

54 Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
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secara baik, menjaga istri dari dosa, serta memberikan cinta dan kasih 

sayang kepada istrinya.55 

Adapun menurut Bapak AS sebagai suami yang Melakukan 

Kawin Sirri, ia menjelaskan, bahwa dalam menunaikan kewajiban dan 

tanggung jawabnya kepada istrinya, kewajiban pertama suami terhadap 

istrinya adalah memberikan mahar dan nafkah. Mahar yang patut laki-

laki berikan saat mempersunting perempuan. Sedangkan nafkah, tidak 

hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan, 

dan papan. Kemudian menggauli istri dengan baik, tidak boleh kasar 

atau sampai-sampai menyakiti. Suami juga wajib menjaga istrinya 

dengan baik, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi 

kehormatannya, dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat 

menodai kehormatannya. Suami pun berkewajiban menjaga rahasia 

istrinya. Kewajiban selanjutnya adalah memberikan bimbingan agama 

pada istrinya dan membimbingnya untuk selalu taat kepada Allah 

SWT. dan Rasulullah SAW. Suami juga wajib menjaga istrinya dari 

perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarga. 

Selanjutnya, suami wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang 

pada istri. Artinya, suami wajib bertutur kata lembut, memberikan rasa 

                                                           

55 Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
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tenang, mengekspresikan rasa cintanya, dan menunjukkan kasih 

sayang.56 

Sedangkan menurut Bapak BR sebagai Suami yang melakukan 

Kawin Sirri, ia menjelaskan, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya 

di antaranya menafkahi. Nafkah adalah hak wajib seorang istri dari 

suaminya. Ketika malangsungkan perkawinan, maka seorang laki-laki 

secara otomatis akan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup 

istrinya. Karenanya, suami wajib memberikan nafkah secara cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, termasuk 

juga biaya anak. Kemudian, menggauli istri dengan baik. Selain nafkah 

lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin yang diwujudkan dalam 

hubungan suami-istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, 

menjaga aib istri. Sebagai suami, sudah sepatutnya menjaga marwah 

istri dengan tidak menceritakan kejelekan atau keburukannya di 

hadapan orang lain. Kemudian, membimbing istri. Suami adalah imam 

bagi istri dan keluarga. Maka, sudah sepatutnya memberikan contoh 

yang baik dan membimbing keluarga ke jalan yang benar dan sesuai 

dengan syari’at. Selain mencukupi kebutuhan pendidikan keluarganya, 

suami juga wajib membimbing keluarga dengan ilmu agama. 

Selanjutnya, memperlakukan istri dengan baik. Mengawini seorang 

perempuan, artinya siap mengambil alih tanggung jawab dari orang 

tuanya. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk selalu 
                                                           

56 Wawancara dengan Bapak AS sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
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memperlakukan istri sebaik mungkin, menjaganya dengan penuh kasih 

sayang, serta mencukupi kebutuhannya. Terakhir, menghormati orang 

tuanya. Orang tua istri adalah orang tua suami juga.57 

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik secara lahir maupun 

batin, jaminan hidup yang sama kepada istri dan anaknya. Semua istri 

mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak 

perkawinannya masing-masing telah dilakukan. 

Menurut Bapak BR sebagai Suami yang melakukan Kawin 

Sirri, ia menjelaskan, bahwa hak-hak yang dimiliki oleh istri sah sama 

dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri sirri. Karena, umumnya, 

perkawinan sirri diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan agama, yakni dengan terpenuhinya rukun dan syarat 

perkawinan. Dengan demikian, maka terkait hak-hak yang dimiliki 

oleh istri sirri adalah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri sah, 

demikian pula dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak dari 

perkawinan sirri.58 

Sependapat dengan Bapak BR, menurut Bapak MA sebagai 

Suami yang melakukan Kawin Sirri, ia menjelaskan, bahwa hak-hak 

yang dimiliki oleh istri adalah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh 

istri sirri, hal ini karena meskipun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan, namun perkawinan tersebut sudah sesuai dengan 

                                                           

57 Wawancara dengan Bapak BR sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
58 Wawancara dengan Bapak BR sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
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ketentuan syari’at dengan dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan. 

Maka, hak-hak yang dimiliki oleh istri sirri dan anak hasil dari 

perkawinan sirri adalah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri 

sah dan anak hasil dari perkawinan yang sah.59 

Berbeda dengan Bapak AS sebagai Suami yang melakukan 

Kawin Sirri, ia menjelaskan, bahwa hak-hak yang dimiliki oleh istri 

sirri berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh istri sah. Walaupun 

perkawinannya telah sesuai dengan ketentuan agama, namun 

perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan. Sehingga, hak-hak yang dimiliki oleh istri sirri tidak 

mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang, demikian pula dengan hak anak hasil perkawinan sirri.60 

Praktik perkawinan sirri hingga saat ini masih sering terjadi. 

Padahal, perkawinan sirri jelas-jelas akan berakibat buruk, bukan 

hanya bagi pasangan yang melakukannya, namun juga berdampak 

pada keharmonisan rumah tangganya. Bahkan, dampak perkawinan 

tersebut juga akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya telah 

terjadi, yakni dampak bagi istri yang ditinggalkan begitu saja tanpa 

bisa menuntut hak nafkah apa pun, karena tidak memiliki bukti otentik 

yang bisa dibawa ke ranah hukum dan jika memiliki anak, tentu dalam 

hal ini, anak tersebut tidak diakui oleh negara, karena orang tuanya 

                                                           

59 Wawancara dengan Bapak MA sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
60 Wawancara dengan Bapak RK sebagai Suami yang melakukan Kawin Sirri 

pada 02 Juni 2021. 
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tidak memiliki bukti yang sah bahwa telah melakukan perkawinan 

yang sah menurut negara. 

Menurut Ibu SL, sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, bahwa 

dengan melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka 

perkawinan tersebut tidak dapat memiliki bukti kawin. Bahkan, 

seorang istri tidak dianggap sah sebagai istri oleh negara. Sehingga 

pihak suami bisa pergi meninggalkan istri kapan saja yang dia mau. 

Kemudian, istri tidak bisa menuntut hak nafkah terhadap suami ketika 

suami tidak memberikan nafkah, tidak berhak atas harta bersama 

ketika terjadi perceraian, serta warisan ketika suami meninggal dunia. 

Selain itu, seorang anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang 

tidak dicatatkan, maka anak tersebut tidak bisa memiliki Akta 

Kelahiran dan tidak dianggap sebagai anak yang sah oleh negara. 

Seorang suami juga dengan mudahnya bisa pergi meninggalkan istri 

dan anak serta melimpahkan kewajiban mengurus anak kepada pihak 

istri, sehingga istri harus mengurus dan membesarkan anak sendirian.61 

Adapun menurut Ibu AP sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, 

bahwa meski perkawinannya dilakukan memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak 

sah, sehingga tidak memiliki bukti otentik. Selain itu, apabila terjadi 
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perceraian, dirinya tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari 

suaminya.62 

Sedangkan menurut Ibu TA sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, 

bahwa dengan tidak memiliki bukti kawin, maka ia dan suaminya 

kesulitan dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hukum, seperti ketika ingin meminjam dana ke bank, mereka tidak bisa 

memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak bank, karena di 

antara syarat-syaratnya harus melampirkan buku kawin dan kartu 

keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Padahal, mereka sangat 

membutuhkan dana tersebut. Alhasil, dengan adanya kesulitan yang 

mereka alami, menimbulkan perdebatan yang sering berujung konflik 

antara keduanya hingga saling menyalahkan antar satu sama lain.63 

Suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki hak dan 

tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya. Suami juga 

memiliki kewajiban terhadap keluarganya, baik dalam memberikan 

nafkah, pendidikan, sandang, pangan, dan papan. Dengan mengetahui 

kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, akan tercipta suasana 

kehidupan rumah tangga yang harmonis hingga membentuk keluarga 

yang sakinah. 

Menurut Ibu AP sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, bahwa 

suaminya memberikan tempat tinggal dan nafkah. Di awal perkawinan 

berlangsung, suami memenuhi hak-haknya berupa memenuhi segala 
                                                           

62 Wawancara dengan Ibu AP sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
63 Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
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kebutuhan rumah tangga dan mendidik istrinya dalam bidang agama. 

Namun, selang beberapa waktu usia perkawinannya, suaminya mulai 

berubah. Akibat dari perubahan tersebut, terkait hak nafkah, suaminya 

tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada istri. Nafkah yang 

diberikan itu terkesan hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. 

Dalam satu bulan, suaminya hanya memberikan sebesar Rp.300.000,-, 

sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya dalam satu 

bulan lebih dari jumlah nominal yang diberikan oleh suaminya.64 

Adapun menurut Ibu SL sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, 

bahwa perkawinan sirri yang dilangsungkannya berlangsung selama 

tiga tahun. Perkawinannya pun telah menghasilkan seorang anak yang 

berumur dua tahun. Suaminya memang memberikan nafkah kepada 

diri dan anaknya, bahkan dipenuhi tiap bulannya serta juga diberikan 

rumah. Akan tetapi, semenjak anak beranjak umur tiga tahun, dirinya 

tidak pernah lagi menerima nafkah yang seharusnya diterima yakni 

bersikap acuh tak acuh dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya.65 

Sedangkan, menurut Ibu TA sebagai Istri Sirri, ia menjelaskan, 

bahwa perkawinannya sudah berusia setahun dan belum memiliki 

anak. Suaminya memang memberikan nafkah berupa uang bulanan 

secara penuh dan memenuhi hak-haknya sebagai suami dengan 

memberikan tempat tinggal serta perhatian penuh dalam membimbing 

perihal agama. Namun, terkadang, suaminya jarang pulang ke rumah, 
                                                           

64 Wawancara dengan Ibu AP sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
65 Wawancara dengan Ibu SL sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
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dengan beragam alasan, salah satunya yakni sibuk bekerja di luar 

rumah. Hal tersebut yang terkadang membuat dirinya merasa diabaikan 

sebagai seorang istri.66 

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

dapat dipahami, bahwa hak-hak istri dalam perkawinan sirri di 

Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, adalah ada 

yang dipenuhi dan ada pula yang tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan 

kemampuan suami yang berbeda-beda. 

C. Analisis Implementasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Sirri di 

Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat 

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-

diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni Pegawai Pencatat 

Perkawinan dan tidak dicatatkan tetapi telah sah secara agama. 

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

setempat.67 

Mengacu pada data yang didapat di lapangan, bahwa perkawinan 

sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sering 

diartikan oleh masyarakat dengan perkawinan tanpa wali. Perkawinan 

semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan 

tidak setuju atau karena menganggap absah perkawinan tanpa wali atau 

                                                           

66 Wawancara dengan Ibu TA sebagai Istri Sirri pada 02 Juni 2021. 
67 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat 

menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 
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hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan 

lagi ketentuan-ketentuan syari’at. Selanjutnya yakni perkawinan yang sah 

secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pemerintahan. 

Perkawinan sirri dalam perspektif hukum positif di Indonesia 

adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang 

saksi yang adil, mahar, serta adanya ijab dan kabul. Namun, perkawinan 

tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatata Perkawinan atau 

dikatakan sebagai perkawinan di bawah tangan.68 

Secara realistis, praktik perkawinan sirri masih menjadi fenomena 

sosial dan menjadi objek perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk di 

Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Padahal, jika 

mengacu pada syari’at, menyangkut perkawinan, telah lama terlaksana di 

Indonesia. Pelaksanaan tersebut didukung secara formal oleh sejumlah 

undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya. 

Terjadinya perkawinan sirri di masyarakat merupakan sebuah 

fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motivasi 

dari para pelakunya, di antaranya: 

1. Pelaku perkawinan sirri tidak bisa atau kesulitan memenuhi 

persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang 

perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya. 

2. Para pelaku perkawinan sirri terbentur dengan persyaratan 

administratif atau kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara 
                                                           

68 Bambang Ali Kusumo, “PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM 

ISLAM DAN HKUM POSITIF,” Wacana Hukum, Vol. 10, No. 1, (2011): 82. 



45 

 

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, pegawai swasta 

tertentu, atau pensiunan. 

3. Perkawinan sirri sebagai penutup aib untuk menutupi rasa malu 

kepada masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya telah 

hamil terlebih dahulu atau sudah terlanjur melahirkan. 

4. Perkawinan sirri sebagai alternatif poligami untuk mengamankan 

bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. 

5. Perkawinan sirri sebagai tindakan untuk menghindari zina atau dosa 

bagi para pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran.69 

Faktor-faktor penyebab praktik perkawinan sirri di Kelurahan 

Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di antaranya karena tidak 

adanya restu dari orang tua sebelah, kurangnya pemahaman pelaku 

perkawinan sirri atas prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku, 

menghilangkan kekhawatiran masyarakat setempat terhadap hamil di luar 

perkawinan, dan ekonomi yang tidak memadai. 

Fenomena perkawinan sirri di kalangan masyarakat saat ini masih 

terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik 

yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah, dan 

bahka atas, dari masyarakat biasa, pejabat, ataupun artis, dengan istilah 

populernya sering disebut sebagai istri simpanan. Ada begitu banyak 

faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan perkawinan sirri. 

Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan sirri dipandang sah 
                                                           

69 Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang: Karya Abadi 

Jaya, 2015), 207-209. 
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menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. 

Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar 

pengadilan.70 

Akibat kenyataan tersebut di atas, maka timbul semacam dualisme 

hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya yakni di Kelurahan 

Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, perkawinan sah menurut 

hukum agama namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara. 

Kompleksitas akibat dari perkawinan sirri memang sangat banyak, 

tidak hanya istri, juga sangat disayangkan kepada anak yang dihasilkan 

dari perkawinan tersebut. akibat bagi kaum perempuan sebagai pihak yang 

dikawini, sementara kaum laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab 

formal. Bahkan, apabila laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya 

perkawinan, ia tidak akan mendapatkan sanksi apa pun secara hukum, 

karena memang tidak ada bukti otentik bahwa perkawinannya telah terjadi 

secara hukum.71 

Akibat dari perkawinan sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan 

Metro Pusat, Kota Metro, di antaranya tidak dapat memiliki bukti kawin, 

tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suaminya, dan 

kesulitan dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.  

                                                           

70 Irfan Islami, “PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN 

AKIBAT HUKUMNYA,” Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, (2017): 80. 
71 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)., 53. 
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Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang sering 

disebut dengan istilah perkawinan sirri, di antaranya: 

1. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh 

karena perempuan yang melakukannya tidak memiliki bukti berupa 

Surat Kawin, maka akibatnya apabila suami tidak bertanggungjawab, 

ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut 

agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut 

dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama 

setempat. 

2. Terabaikannya hak dan kewajiban, seorang suami yang melakukan 

perkawinan tersebut mudah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik 

secara lahir maupun secara batin. 

3. Istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan 

tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya 

jika meninggal dunia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta 

bersama jika terjadi pereraian. 

4. Tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena tidak adanya bukti 

otentik, sehingga perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut 

hukum positif. 

5. Rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena jika 

suami tidak bertanggung jawab, suami bisa berlaku sewenang-wenang. 
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6. Perkawinan tersebut yang tidak disiarkan atau dirahasiakan, 

menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang 

status pasangan tersebut. 

7. Adanya keresehatan atau kekhawatiran, melaksanakan perkawinan 

tersebut, lantaran tidak memiliki Akta Kawin. Khawatir apabila 

bepergian jauh atau kemalaman di jalan, mereka tidak dapat 

membuktikan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri.72 

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap arti penting 

pencatatan perkawinan menjadikan sebagian masyarakat di Kelurahan 

Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro menganggap bahwa 

perkawinan tidak perlu dicatatkan di lembaga resmi dan cukup sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at. Ketika perkawinan 

tidak dicatat, maka permasalahan dan kendala yang akan dihadapi ke 

depan justru semakin rumit dan kompleks, seperti apabila terjadi 

kekerasan dalam rumah tanggal yang disebabkan oleh tingkah laku suami 

atau perceraian, maka istri tidak dapat menuntut apa pun. Selain itu, bagi 

anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri tidak dapat mengurus Akta 

Kelahiran Anak dan dokumen lainnya yang memicu sulitnya meraih 

kesejahteraan dalam keluarga. 

Apabila akad perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi 

rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan 
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demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya sebagai suami-

istri dalam keluarga. Di antara hak dan kewajiban istri atas suami, sebagai 

berikut: 

1. Istri berhak mendapatkan bimbingan. 

2. Istri berhak mendapatkan perlindungan dan segala keperluan hidup 

rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. 

3. Istri berhak mendapatkan pendidikan agama dari suaminya. 

4. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya 

perawatan, dan biaya pengobatan.73 

Hak-hak istri dalam perkawinan sirri yang didapat di lapangan 

adalah ada yang dipenuhi dan ada pula yang tidak terpenuhi. Hal ini 

dikarenakan hak-hak yang dimiliki oleh istri sirri berbeda dengan hak-hak 

yang dimiliki oleh istri sah. Istri sirri tidak memiliki bukti otentik, 

sedangkan istri sah memilikinya. Hal tersebut dapat menyebabkan istri 

sirri tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana istri sah pada umumnya. 

Lantas, apakah hak istri dalam perkawinan sirri juga sama dengan 

hak istri dalam perkawinan sah menurut hukum Islam dan juga hukum 

positif. Meski secara agama atau adat-istiadat, perkawinan sirri dianggap 

sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan 

pengawasan dari Pegawai Pencatatan Perkawinan, tidak memiliki 

kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Hal tersebut akan 

sangat merugikan pihak perempuan sebagai istri dan anak yang dilahirkan 
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dari perkawinan sirri dalam perkawinan tersebut, karena tidak dapat 

memperoleh hak-hakya yang dilindungi oleh negara sebagai seorang istri 

dan anak. Agar perkawinan sirri tersebut dapat diakui secara penuh oleh 

negara, maka harus dilakukannya itsbat kawin atau pengukuhan 

perkawinan. Itsbat kawin sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk 

mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau 

dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta 

memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-

masing pasangan suami-istri. 

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk 

menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian 

hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti 

perkawinan.74 

Itsbat kawin mempunyai implikasi memberikan jaminan lebih 

konkret secara hukum atas hak istri dan anak dalam perkawinan tersebut 

dan juga apabila pasangan suami-istri tersebut bercerai. Dengan kata lain, 

itsbat kawin sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang 

melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan 

harta benda dalam perkawinan. 

Setelah itsbat kawin dilakukan, maka selanjutnya pembuktian 

status anak sebagaimana yang tercantum di dalam Amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, 
                                                           

74 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2008), 159. 
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yang menyatakan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya.75 

Untuk sementara ini, teknologi yang bisa dipakai dan mendekati 

akurat adalah dengan melakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). 

Tidak ada alternatif lain untuk sementara ini dalam proses pembuktiannya. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan 

antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam 

kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang 

seimbang pula bagi kedua belah pihak. Adanya kesepakatan antara pihak 

laki-laki dan pihak perempuan sebagai syarat materiil dalam perkawinan 

menunjukkan bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan mengetahui 

sekaligus menyetujui akibat hukum yang lahir dari perkawinan, yaitu 

adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Yang 

dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat 

dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, 

sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan 

oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.76 

                                                           

75 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-

VIII/2010. 
76 Syaifuddin Muhammad, Hukum Perceraian, (Sinar Grafika, 2016), 386. 
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Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat 

dipahami, bahwa hak-hak istri dalam perkawinan sirri di Kelurahan 

Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sangat berpengaruh bagi 

kedua pasangan suami-istri dalam menaungi bahtera rumah tangganya, 

karena banyaknya akibat negatif yang dialami dalam rumah tangganya dan 

karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga sangat besar 

pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab 

sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa implementasi hak-hak 

istri dalam perkawinan sirri di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, 

Kota Metro, secara finansial tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan, 

sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, jika berbicara secara hukum, 

perkawinan tersebut pun menimbulkan beberapa akibat, di antaranya tidak 

dapat memiliki bukti kawin, tidak berhak menuntut nafkah dan atau 

warisan dari suaminya, serta kesulitan dalam mengakses segala sesuatu 

yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, bagi anak yang dihasilkan dari 

perkawinan sirri tidak dapat mengurus Akta Kelahiran dan dokumen 

lainnya yang memicu sulitnya meraih kesejahteraan dalam keluarga. 

B. Saran 

Berangkat dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat 

peneliti berikan dalam Skripsi ini yakni bagi istri dalam perkawinan sirri 

guna mengukuhkan perkawinannya dengan melangsungkan itsbat kawin 

dan untuk anak hasil perkawinan sirri agar dilakukan tes DNA (Deoxyribo 

Nucleic Acid) yang dijadikan sebagai salah satu bukti penguat untuk 

membuktikan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri tersebut 

benar-benar mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. 
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